PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU OLAHAN TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN  SAHNYA HASIL HUTAN by Upara, Abdul Rahman
Proses Penyidikan Tindak Pidana….. Abdul Rahman Upara 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2015 24 
 
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 
PENGANGKUTAN KAYU OLAHAN TANPA 
DILENGKAPI SURAT KETERANGAN  
SAHNYA HASIL HUTAN 
 
Abdul Rahman Upara, SH.,MH1 
 
Abstrak :Proses penyidikan terkait tindak pidana pengangkutan kayu 
olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan adalah awalnya 
dilakukan proses penyelidikan kemudian setelah ditemukan adanya dugaan 
tindak pidana lalu dibuat laporan polisi terkait tindak pidana di bidang 
kehutanan, selanjutnya Penyidik melakukan upaya paksa berupa 
pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta 
pembuatan berkas perkara tindak pidana dan mengirim surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum 
terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu olahan yang sedang 
ditangani oleh penyidik kemudian pada tahap akhir penyidik akan 
melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan untuk 
selajutnya diteruskan ke sidang peradilan. 
 




Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 
dianugerahka kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang 
tak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Karunia yang diberikan 
dipandang sebagai amanah karena hutan harus diurus dan dimanfaatkan 
dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa 
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan 
nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan 
                                                   
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi 
secara seimbang dan dinamis. Untuk  itu hutan harus diurus dan dikelola, 
dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan 
masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. 
Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic 
semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks 
lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan 
tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu2. Seiring dengan 
perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta 
adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi 
kehutanan telah berdampak besar pada  kelangsungan hutan sebagai 
penyangga hidup dan kehidupan mahluk hidup didunia. Hutan merupakan 
sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, 
tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup3. 
Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga 
kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh 
karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan 
sebagai penyerai dan penyeimbang lingkungan global, sehingga 
keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, 
dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 
                                                   
2 Marwan Effendy (2010),”Prospek Penegakan Hukum Lingkungan,” 
Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementrian 
Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1. 
3 Siswanto Sunarso,’ Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi  
Penyelesaian Sengketa,’Rineka Cipta, Jakarta, hal 6  
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33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang 
mewajibkan agar bumi, air dan   kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa 
mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan 
berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus 
dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, 
kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi  akhlak 
mulia dan   bertanggung jawab4. 
Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan kepemilikan, 
tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur 
dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan 
hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah 
status kawasan hutan ,  mengatur dan menetapkan hubungan hukum 
antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta 
mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah 
mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain 
untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. namun demikian untuk 
hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta 
bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
                                                   
4 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan 
Tentang Kehutanan dan Illegal Loging, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. h.42 
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Pengangkutan kayu olahan adalah kegiatan pelaku usaha untuk 
memindahkan kayu dari tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke 
tenpat pengolahan kayu atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah 
dipersiapkan secara optimal, namun pada kenyataannya banyak pelaku 
usaha di bidang kayu olahan yang melakukan kegiatan usahanya namun 
tidak mengikuti prosdur atau tatacara yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah bahkan banyak kegiatan pengangkutan kayu yang tidak 
dilengkap dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini faktur 
angkutan kayu olahan untuk  jenis produk kayu olahan sehingga tentunya 
sangat meresahkan karena selain melanggar aturan hukum juga disinyalir 
bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan untuk mendapatkan kayu 
yang dapat di olah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan 
dilakukan secara illegal dan berdampak pada rusaknya ekosistem dan 
rusaknya lingkungan di sekitar lahan hutan yang dikelolah oleh pelaku 
usaha. Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh 
kaarena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha 
yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan 
prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi 
suatu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum 
dalam menertibkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di 
bidang kehutahan khususnya pengangkutan kayu olahan dengan maksud 
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 
Tingginya permintaan konsumen terhadap kayu olahan untuk 
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kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya aktivitas 
penebangan kayu di hutan untuk menghasilkan produk kayu yang dapat di 
olah menjadi berbagai jenis kayu olahan. guna mencukupi permintaan di 
pasaran sehingga adanya kegiatan tersebut diperlukan suatu pengawasan 
dan penindakan secara tegas bagi pihak- pihak yang melakukan 
penebangan kayu secara illegal dan juga terhadap pelaku usaha yang 
melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen 
berupa surat sahnya hasil hutan dalam hal melakukan penebangan kayu 
dan juga faktur angkutan kayu olahan untuk kegiatan pengangkutan dan 
penjualan kayu olahan secara illegal, sehingga perlunya proses hukum 
terhadap pelaku-pelaku usaha yang melanggar prosedur hukum dalam 
melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen 
sahnya hasil hutan agar pelaku usaha tersebut mendapatkan sanksi 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.  
Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga menarik untuk 
dijadikan bahan penelitian, dan dalam penelitian ini akan dilalukan kajian 
mengenai Proses penyidikan terkait tindak pidana pengangkutan kayu 
olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan . 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Penyidikan 
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana 
setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada 
Proses Penyidikan Tindak Pidana….. Abdul Rahman Upara 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2015 29 
 
atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada 
tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan 
berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, 
penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu 
“peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. 
Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada 
tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan 
membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan 
pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP 
yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:   
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”  
  
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:   
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 
tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling 
berhubungan;   
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.   
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 
menemukan tersangkanya.    
 
Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan 
penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu 
belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya 
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tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya5. 
 
Pengertian Penyidik   
Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 
6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. 
Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat 
penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.    
Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP 
dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya 
penyidik pembantu disamping penyidik6. Untuk mengetahui siapa yang 
dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi 
instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam 
pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat 
penyidik. 
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung 
tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara 
pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang7: 
                                                   
5 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 
Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.   
6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan 
KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika,  Jakarta, hlm. 110. 
7 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan,  
Jakarta, 1989, hlm. 92-93.   
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1. Pemeriksaan tersangka;   
2. Penangkapan;   
3. Penahanan;   
4. Penggeledahan;   
5. Pemasukan rumah;   
6. Penyitaan benda;   
7. Pemeriksaan surat;   
8. Pemeriksaan saksi;   
9. Pemeriksaan tempat kejadian;    
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;   
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.   
 
Tinjauan Umum Tentang Illegal Logging. 
Pengertian “Illegal Logging” dalam peraturan perundang-undangan 
yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, 
terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu 
dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian 
Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan 
hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary illegal artinya “forbiden by 
law, unlawdull” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log” 
dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “ 
logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian8. 
Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah 
kejahatan Penebangan Liar (Illegal Logging). Analisis yuridis tentang 
illegal logging yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau 
merusak hutan adalah bahwa kegiatan illegal logging ini merupakan 
kegiatan yang dilakukan terhadap kondisi hutan setelah penebangan. 
                                                   
8 Salim , Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987 
hlm. 925 
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Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan 
sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana 
pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka 
pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan 
upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan 
kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi 
dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari. Hutan 
merupakan bagian penting  dari  lingkungan hidup dalam pengelolaannya 
juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas berlaku secara 
internasional yaitu asas hutan berkelanjutan/lestari adalah asas tentang 
pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningikatan kerjasama 
internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan 
lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan 
dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). 
 
Pengangkutan Kayu Olahan 
 
Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan 
penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke 
tempat tujuan (deberkasi) sebagai tempat penurunan peristiwa 
pemindahan itu meliputi kegiatan : 
a) Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut ; 
b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan ; 
Proses Penyidikan Tindak Pidana….. Abdul Rahman Upara 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2015 33 
 
c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan9. 
Pengangkutan sebagai usaha (business) adalah kegiatan usaha di 
bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik, 
alat pengangkut mekanik contohnya gerbong untuk mengangkut barang, 
kereta untuk mengangkut penumpang, truk untuk mengangkut barang, bus 
untuk mengangkut penumpang, pesawat cargo untuk mengangkut barang, 
dan kapal penumpang untuk mengangkut penumpang. Kegiatan usaha 
tersebut selalu berbentuk perusahaan  perseorangan, persekutuan atau 
badan hukum. Karena menjalanka perusahaan sehingga usaha 
pengangkutan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 
Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan harus 
memperoleh izin usaha dari pemerintah sesuai dengan jasa  
pengangkutan yang dijalankannnya. Perusahaan di bidang jasa 
pengangkutan lazim disebut perusahaan pengangkutan. Perusahaan 
pengangkutan meliputi kegiatan usaha di bidang jasa : 
a) Pengangkutan dengan kereta api ; 
b) Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum ; 
c) Pengangkutan dengan kapal laut, kapal penyebrangan, kapal danau, 
kapal sungai ; 
d) Pengangkutan dengan pesawat udara. 
Pengangkutan sebagai proses terdiri dari serangkaian perbuatan 
                                                   
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2013. h.42 
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mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian di bawah oleh 
pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan 
pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai 
proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur subjek sebagai 
pelaku pengangkutan, status pelaku pengangkutan, objek pengangkutan, 
peristiwa pengangkutan, hubungan pengangkutan dan tujuan 
pengangkutan. 
Produk kayu olahan adalah suatu produk yang terbuat dari kayu 
dimana hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan 
masyarakat yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau 
kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan 
atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat. 
Hasil hutan berupa kayu olahan seperti kayu gergajian, kayu lapis, veneer, 
serpihlaminated veneer lumber (LVL) sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 51 Permenhut No. P/55/MENHUT- II/2006. 
Pengangkutan kayu berguna untuk mengantarkan kayu ke tempat 
tujuan pada waktu yang tepat secara berkelanjutan. Pengangkutan kayu 
melewati jalan darat di hutan tanaman biasanya dilakukan dengan 
menggunakan truk angkut. Pengangkutan kayu merupakan kegiatan 
pemindahan kayu olahan di tempat pengumpulan sementara di tepi hutan 
ke tempat pengolahan atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah 
dipersiapkan secara optimal . pengangkutan kayu bertujuan agar kayu 
dapat sampai ke tempat tujuan pada waktu yang tepat secara 
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berkelanjutan dengan biaya minimal. Kegiatan pengangkutan kayu di 
mulai setelah kegiatan memuat kayu ke atas truk selesai dilakukan di 
tempat pengumpula kayu sementara ke tempat pengolahan kayu lebih 
lanjut atau ke tempat penyimpangan kayu (TPK). 
 
Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
 
Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa 
“setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib 
memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika larangan 
ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara 
paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp 500.000.000,- dan paling banyak Rp 2.500.000.000,- apabila 
yang melakukan kejahatan koorporasi dapat dikenai sanksi pidana paling 
singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (Pasal 88 ayat 
1 dan 2), sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang 
siapa yang memalsukan atau menggunakan surat keterangan sahnya 
hasil hutan (SKSHH) palsu. 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-
dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen 
kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 
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Tahun 2007). Penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bukan merupakan nama 
dokumen tetapi merupakan terminologi umum yang didalamnya terdiri dari 
beberapa bagian atau nama dokumen surat keterangan sahnya hasil 
hutan. Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang 
termasuk dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 adalah : 
a) Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model    
DKB. 401; 
b) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA.301; 
c) Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko 
model DKA.302; 
d) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303; 
e) Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB.402; 
f) Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan10. 
 
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan 
Tanpa Disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. 
 
Ketika kekuatan sistem hukum diperkuat, maka akan berpengaruh 
terutama akan mengurangi partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal 
                                                   
10 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-
II/2009 
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yang keemudian menurunkan hasil atau keuntungan bagi pengusaha kayu 
yang pada akhirnya melemahkan pengaruh pengusaha-pengusaha kayu 
tersebut  bagi pejabat lokal. Disinilah letak pentingnya kekuatan ssistem 
hukum dalam menanggulangi kegiatan kayu illegal. Kekuatan sistem 
hukum tentu harus didukung oleh unsur-unsur seperti instrument hukum 
yang efektif, penegak hukum yang professional dalam arti memiliki 
integrasi moral, pendidikan dan kesejahteraan yang baik, sarana dan 
prasarana yang memadai, dana operasional yang cukup, konsistensi 
aturan terkait dengan kehutanan, koordinasi antar instansi terkait yang 
sinergis dan dukungan dari berbagai aparat pemerintahan dan seluruh 
masyarakat. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan yang merupakan lex spesialis (undang-undang yang bersifat 
khusus) maka diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang 
kehutanan. Dalam rangka menegakkan   hukum  pidana  terhadap   
kejahatan  di  bidang  kehutanan    pada umumya dan khususnya kejahatan 
kayu illegal maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan 
untuk kejahatan kayu illegal antara lain adalah pengangkuta kayu olahan 
tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan yaitu “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan  
pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling 
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banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”11.  kemudian penjelasan   
Pasal 50 ayat (3) huruf h yaitu “mengangkut, menguasai, atau memiliki 
hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan”12. Untuk menerapkan sanksi pidana terutama dalam 
rangka penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kayu illegal 
khusunya dalam rangka proses penyidikan  maka  selain  penyidik  Polri,  
diberikan  juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dalam Departemen Kehutanan untuk melakukan tugas-tigas penyidik 
sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 
1999 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi 
pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang 
Kehutanan adalah merupakan    salah    satu    dari    upaya    perlindungan    
hutan    dalam  rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. 
Maksud dan tujuan pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap 
orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan adalah agar dapat 
menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum. Efek jera dimaksud bukan 
hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana  di bidang 
kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan 
dalam bidang kehutanaan menjadi enggan melakukan perbuatan melawan  
                                                   
11 Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
12 Pasal 50 ayat (3) huruf  h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
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hukum karena sanksi pidananya berat. Tindak pidana di bidang kehutanan 
khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olahan tanpa disertai 
dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) marak terjadi, 
kegiatan pengangkutan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis 
alat angkut, cuaca, kondisi jalan angkutan, tanjakan dan turunan, tikungan 
dan keterampilan pengemudi. kaitannya dari segi pelanggaran hukum 
bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu olahan 
tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut sehingga 




 Proses penyidikan terkait tindak pidana pengangkutan kayu 
olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan adalah awalnya 
dilakukan proses penyelidikan kemudian setelah ditemukan adanya 
dugaan tindak pidana lalu dibuat laporan polisi terkait tindak pidana di 
bidang kehutanan, selanjutnya Penyidik melakukan upaya paksa berupa 
pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta 
pembuatan berkas perkara tindak pidana dan mengirim surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum 
terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu olahan yang sedang 
ditangani oleh penyidik kemudian pada tahap akhir penyidik akan 
melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan untuk 
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selajutnya diteruskan ke sidang peradilan. 
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